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REMTE IZIM . Indikasi state capture

Potersi=zap, pemem=an, penjebBn p=rearah

Rantai Perizinan Usaha Kehutanan dan Titik-titik Terjadinya Suap/Peras




5 Tahun Kemudian.....

Suap dalam
Perizinan
Kehutanan

Survai akhir 2019 untuk
mengetahul perkembangan

pelaksanaan Perizinan Satu
Pintu di Propinsi dan OSS.

Nilai suap berkurang
sampal 60% dari nilai
suap tahun 2014
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KPK

Komii Perteravaamn Kange.

2020

Perizinan usaha
Penataan batas 64%
Izin lingkungan

Rekomendasi dan pertimbangan teknis

Prosedur Perizinan/Perpanjangan
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Tata Kelola Yang Dirumuskan
Berdasarkan Evaluasi GNPSDA-KPK

dak berfungsinya
tata kelola kelembagaan nega

Penegakkan hukum
yang tidak efektif

Korupsi

&
Kerugian Transparansi dan

Negara partisipasi publik
= = Patron-klien,

Political Will/ pseudo -
Col yang tidak > bureaucracy
Ketimpangan 4 M ) dan shadow
: ikan \ network.

kepentingan ' Keberpihakan

State' f Petty corruptio

(suap dan peras),

Kerusakan Capture 4 red tape

lingkungan
bureaucracy.

= Corruptio:
Sumber: KPK, 2018



Potens1 Korupsi dalam Peraturan
Perundangan Kehutanan Pasca UUCK

Rekapitulasi Hasil CRA pada PP 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Keh_utanan

) @ |6 | @G

Corruption Looting (pemaksaan

Risk kewenangan) _ Perencanaan
Assessment [l Eeeﬂggicggﬁ)mg (birokrasi Perubahan Peruntukan
(CRA)

Dividend collecting (profit Penggunaan

Tata Hutan

swasta yg dibagikan ke pegawai !
pemerintah, suap)
Isi regulasi yang tdk terkait

Wedeman (1997) masalahnya

Perhutanan sosial

Perlindungan

Pengolahan &
Pemasaran

Penataan Hasil Hutan

Pengawasan

JUMLAH
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Network Korupsi
Kehutanan di Palalawan,
Riau (2020)



Network dim Gakkum

Tacconi et.al., (2019)

Kerangka hukum

Pelaku usaha

Sanksi

Rasa keadilan
Penegakan Penegakan
Masyarakat hukum menyeluruh

Penegakan
selektif Pendekatan

Kebutuhan
sehari-hari

Kepatuhan strategis
Aparat Koordinasi
Jejaring sosial /
Koru PSI Infrastruktur Anggaran




Eigenvector Centrality—Network Deforestasi, Tingkat Desa

Powerful actoradalah aktor yang memiliki relasi dengan aktor-aktor penting dalam jaringan. Relasiini tidak
melihat jumlah relasi namun seberapa penting aktor lain yang berelasi dengan aktor tersebut. Node berwarna
merah adalah aktor dengan nilai sentralitas eigen tertinggi, semakin besar node maka nilai sentralitas
semakin tinggi.
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Perfomance Indonesia Belum Maksimal

World Governance Index 2018

Democracy Index 2019

Rule of Law Index 2019

Kriteria

Estimate
(Scale -2.5 - 2.5)

Rank

Kriteria

Skor

Voice and
Accountability

0,18

52,22

Electoral process and
pluralism

Kriteria

Skor

Ranking
Regional

Rangking
Global

Constraints on
Government Powers

0,66

6/15

29/126

Political Stability
and Non Violence

Functioning of
government

Absence of
Corruption

0,38

14/15

97/126

Government
Effectiveness

Political participation

Open Government

0,54

7115

47/126

Fundamental Rights

0,52

8/15

82/126

Regulatory Quality

-0,07

Political culture

Order and Security

0,70

12/15

70/126

Rule of Law

-0,31

Civil liberties

Regulatory
Enforcement

0,55

7115

43/126

Civil Justice

0,44

13/15

102/126

Control of
Corruption

-0,25

Overall: Peringkat 64/165,
dengan rata-rata 6.48 (Flawed

Democracy)

Criminal Justice

0,37

12/15

86/126

Overall

0,53

9/15

59/126

World Bank, 2019

The Economist Intelligence Unit, 2020

Global Justice Project, 2020




Kasus Khusus Tatakelola

Kemitraan Kehutanan oleh
BUMN Kehutanan




BEBERAPA CONTOH PENGADUAN
MASYARAKAT ATAS PRAKTIK ILEGAL

*%* Pungutan kepada petani terhadap ‘bagi hasil
agroforestri’ oleh LMDH di Slaharwaton, Kec
Ngimbang-Lamongan (KRPH Dradah, KPH
Mojokerto);

* Pungutan kepada petani Rp 1,5 juta. Lahan

menjadi pertanian komoditas padi.
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Pungutan untuk pembayaran PLTD (Pemanfaatan
Lahan Dibawah Tegakan) yang terjadi pada petani
penggarap lahan (di badah tegakan) dengan
komoditas seperti porang dan lain-lain;

Ini terjadi di Bojonegoro dan Madiun.

BUKTI PEMBAYARAN KONTRIBUS! PLOT PORANG WENGKON RPH KLINO ‘
TTOMLOHNRER EFRNERANY WERE YR T
DESA KLINO, KECAMATAN SEKAR, KABUPATEN BOJONEGORO
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SURAYT KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJIA)
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) WANA SEJAHTERA
NOMOR: OIISK/IPOKJA/LMDHIWSIIWO

Tentnng
PENDAPATAN HASIL JASA PERTANIAN ANGGOTA

imba :

MnBahw:' ial T ka <ksi i Kclompok kena (POKJA) sebagai kclompok vang berada
dibawah naungan Lembagn Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Wana Sejahtera’ dipandang
periu untuk mengelivarkan kebijakan

b Bahwa adanya tindak lanjut dalam sistem pengelolaan pendapatan hasil jasa pertanian

. Bahws untuk pelaksanaan poin a dan b, perlu dikeluarkan surat keputusan
Mengingat :

Berdasarkan peda Perjanjian Kerjasama (PKS) no - 04/PR/Kdr/Davre Jatim/2019.

Berdasarkan pada Perjanjian Kenasama (PKS) no 0S/Phs/KdrDivre Jatim/2019

Berdasarkan pada Pepanjian Kegasama (PKS)Yno 16/PkaKdr/Divie Janm/2019
Herdasarkan pada pasal 18 Angegaran Dasar Anggaran Rumah Tangga tentang Hak dan Kcowajiban
1230=rd.mnr hasil Rapat Pengurus LMD dengan Kelompok Kena (POKIA) pada wnggal 08 Februan

20

WEWN =

MEMUTUSKAN
Menetnpkan Babwa :
= Pertama Pendapatan jasa pomasaran hasil pertanian yang
Penggarap adaiah (Pilih salah satu) -

dapet dipilih olech Pecmm

a) Dikelola olch Pengurus KTH / Pokja (Propors: Jasa Pemasaran Terlampar)
b) Dikelola Anggota / Penggamap dengan ketentuan sistem borong jasa pomasaran hasil
pertanian scbesar  Rp 400.0600 /0.2 Hn
-> Kedua - Pembavaran dilakukan pada waktu setelnh panen tanaman
Surat keputusan ini beriaku scjak mngeal ditctupkan  Apabila kemudian han terdapat

kesalahan amupun kekehruan makas akan diadakan perubahan sehagmimana scmestunya

Ditetapkan Wonorejo
Har Sabtu
Tanggai 08 Februan 2020
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** Pungutan untuk pembayaran PLTD, Penyewaan
lahan dan Pungutan dana antre lahan;

* Ini terjadi di daerah Kediri, Desa Asmorobangun,

Manggis, Satak, Wonorejo dan beberapa desa

lainnya di Kecamatan Puncu.
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s+ TIDAK ADA KEJELASAN (SISTEM) SHARING HASIL
AGROFORESTRI ATAU BAGI HASIL DARI
PERHUTANI KE PETANI/LMDH

% Contoh ini terjadi di daerah Taruman dan Terkesi

(dan lainnya) di Grobogan.



®ig KPK DIREKTORAT
= PENELITIAN DAN
$ Komisi Pemberantasan Korupsi PENGEMBANGAN T E IVI UA N KAJ IA N

Aset tanah dan bangunan Perhutani dikuasai pihak lain

= Tidak ada unit khusus pengelola aset di perusahaan yang berfungsi
melakukan pengelolaan dan penyelesaian atas aset-aset yang
dikuasai pihak lain.

= Akibatnya kawasan hutan tidak bisa dikelola secara efektif dan efisien

| Wiayh | Obiek | _luastha) | Niai (Rupian

SRR R Tanah Bersertipikat 138,314 52,378,575,000
Banten
Belum Bersertipikat 102,554 77,232,575,000

Jawa Tengah

Banguna dan Tanah 10,518 26,082,680,000
Tanah 114,575 40,201,000,000
SR Ty Bangunan dan Tanah 4,494 39,201,000,000
Tanah 355,755 79,036,394,625

I ol 726,210 314,132,224,625

IKKIPK  DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




Soal Independensi Pemberi
Izin, Dampak, dan Peran
Swasta




Catatan Perkebunan Papua Barat

« Kebijakan moratorium sangat penting, namun pelaksanaanya belum
optimal (5 dari 239 Bupati), antara lain akibat tidak diselesaikannya
persoalan tatakelola (bad governance) perizinan.

 Implementasi berbagai rekomendasi hasil kajian nampak bisa berjalan
apabila dalam prosesnya menyertakan lembaga yang mempunyai peran

mendampingi dan “memaksa” dilakukannya perbaikan, seperti
KPK/Stranas-PK.

 Kasus di PABAR: Operasional:

1. Kewajiban IUP 1. Blm ada kebun Belum ada perbaikan
2. Tdk punya IPK 2. Tanam di lahan gambut tatakelola

3. Lapor perub pemilikan 3. Tanam di kws hutan

4. Tdk ada HGU 4. Tanam lebih luas dari IUP




Residu Konflik Kebun (Dirjen Perkebunan, 2021)

Dukungan pembiayaan melalui Dana Tugas
Pembantuan untuk Dinas Provinsi
2016 - 2021

o Jumlah Kasus o
et beaiat Yang Difasilitasi

2017 9 provinsi Riau, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, +aterg, Kalteng, Sulbar, NTB

2018 21 provinsi Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Babel,
Banten, Jabar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, katsa+, Sultra, Sulteng, Sulbar,
Sulsel, NTB, NTT, Mattka

2019 20 provinsi 21 kasus Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Babel,
Lampung, Jabar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara, Sultra, Sulteng,
Sulbar, Sulsel, NTB, NTT

2020 - - Refocusing
2021 3 provinsi 3 kasus Bengkulu, Kalteng, Jabar

Jumlah 56 kasus

Direktorat Jenderal Perkebunan s ; -
'@ Kementecian Pertanian http://ditjenbun.pertanian.go.id




CPEI—2021: Kasus PLTU

Sumber: TII, 2021

Skor Corporate Political Engagement ¢ Mayoritas perusahaan belum mengatur

Index (CPEI) dari 90 perusahaan: praktik konflik kepentingan dalam

0.9/10. revolving door. Rerata persentase yang
mengaturnya sebesar 1%.

Masih sedikit ierusahaan yang

mempublikasikan nilai atau prinsip * Prinsip transparansi dalam

perusahaan serta mekanisme kontrol menginformasikan keterlibatan politik

Eerusahaan dalam praktik perusahaan (transparency in reporting):

eterlibatan politik perusahaan: 13%.

rerata 10%.
. SebanJak 59 dari 90 perusahaan yang

Rerata persentase dari dimensi telah dinilai sama sekali tidak mampu

penilaian kedua mengenai donasi menjawab indikator mengenai

politik (political donation): 15%. transparansi keterlibatan politik
perusahaan (corporate political

Rerata persentase dari dimensi engagement).

Fenilaian ketiga mengenai praktik

obi yang bertanggung jawab e Sebanyak 40 dari 90 perusahaan (44%)

(responsible lobbying): 5%. Kang berbisnis PLTU memiliki direksi dan

omisaris yang te(rjgolong sebagai
Politically-Exposed Persons (PEPs).

-~ .1 B *;!\l'
-

Masih kuatnya loby pengusaha yang berpotensi | * ',‘,\_‘,j -
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah




Tata Kelola dalam UU Cipta Kerja

Hanya terdapat pada perubahan UU No 39/2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Pasal 164 disebut mengenai
tatakelola Lembaga Pengelolaan Investasi. D1 Lembaga in1 akan
diterapkan keterbukaan informasi, menghindari benturan

kepentingan, dlsb. Efektivitas dan

: efisiensi pelaksanaan
Dalam PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak UUCK tergantung
ada pernyataan mengenai keterbukaan informasi bagi publik. kapasitas& tata

. : . . . kelola kelembagaan
Dalam PP 5/2021 Pasal 168, menyediakan informasi bagi publik K/L dan Pemda, serta
tentang Perizinan Berusaha tanpa menggunakan hak akses. reaksi swasta
terhadap

Permen LHK No 7/2021 Pasal 24, informasi hasil inventarisasi el e (0L
dan pemantauannya bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain
oleh Menteri (sesuai peraturan-perundangan).

Permen LHK No 8/2021 Pasal 236, keterbukaan informasi SVLK
Permen LHK No 9/2021 tidak ada keterbukaan informassa.
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